BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 777 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN GENDER

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pengarustamaan Gender di Daerah perlu

Pelaksanaan

menetapkan

Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang

Pembentukan Kelompok Kerja Pen garustamaan Gender;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Terhadap Wanita;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

J




Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4875);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubaan Ke dua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubaan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

: Membentuk Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum kesatu

Bertugas:

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-
masing Perangkat Daerah;

b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat,
dan kepala desa;
menyusun program kerja setiap tahun;

d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran

yang Responsif Gender;

®

menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;

f. bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
g. merumuskan rekomendasi kebjakan kepada bupati;
h. menyusun Profil Gender Kabupaten;

e

melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing

instansi;

J. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap
anggaran daerah;

k. menyusun Rencana Aksi Daerah (Randa) PUG; dan

1. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan

Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.

: Biaya yang timbul akibat dikeluarnnya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018;

#



KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliuran akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bo]aang Uki
pada tanggal < otember 2018

BUPATI B§LAANG MONGOND(?LATAN{

J ISKANDAR KAMARU




PELINDUNG

PENASEHAT

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 2772 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN

GENDER

KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN GENDER

N = N =

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN.
SEKRETARIS DAERAH.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH.

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK.

INSPEKTUR DAERAH.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN SATU
PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.
KEPALA DINAS KESEHATAN.

KEPALA DINAS SOSIAL.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
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12,

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG, PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN.

KEPALA DINAS PERIKANAN.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA.

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.
SEKRETARIS DPRD.

UNSUR TIM PENGGERAK PKK.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN j

J}SKANDAR KAMARU
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BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 332 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN GENDER

Menimbang

Mengingat

18

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender di Daerah perlu menetapkan
Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang

Pembentukan Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4875);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubaan Ke dua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubaan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

: Membentuk  Kelompok  Kerja Pengarustamaan Gender

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum kesatu

Bertugas:

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-
masing Perangkat Daerah;

b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat,
dan kepala desa;

Cc. menyusun program kerja setiap tahun,

d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran

yang Responsif Gender;

e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;

f. bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
g. merumuskan rekomendasi kebjakan kepada bupati;

h. menyusun Profil Gender Kabupaten;

b o

melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing

instansi;

j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap
anggaran daerah;

k. menyusun Rencana Aksi Daerah (Randa) PUG; dan

. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan
Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.

Biaya yang timbul akibat dikeluarnnya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018:

(




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliuran akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 2% Sepﬂcm-u(s\o‘r 2018
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATA%

055 HSRANDAR KAMARU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR %72 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN
GENDER

| KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN GENDER
PELINDUNG BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN.
WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN.
SEKRETARIS DAERAH.
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH.
3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH.
KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.
SEKRETARIS : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK.
ANGGOTA : 1. INSPEKTUR DAERAH.
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP.
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN SATU
PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA.
4. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA.
S KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
6 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.
7. KEPALA DINAS KESEHATAN.
8
9

PENASEHAT

N = N -

KEPALA DINAS SOSIAL.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.
10. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN.

11. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
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13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21,

22.
23.
24,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG, PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN.

KEPALA DINAS PERIKANAN.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA.

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.
SEKRETARIS DPRD.

UNSUR TIM PENGGERAK PKK.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN ,{

- JASKANDAR KAMARU




